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DHARMO'J'TAMA SATYA PRAJA 

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG 

PERATURAN PAERAH KABUPATEN SEMARANG 

NOMOR 12 TAHUN 2000 

TBNTANG 

PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN 
ATAU PENGGABUNGAN DESA 

DBNGAN RAHMAT TUHAN YA."IG MAHA ESA 

BUPATI SEMARANG , 

bahwa dengan diundaogkannya Undang-undang Nomor 2.2 Tahun 1999 
tentang Pemerintahan Daerah dan betlakunya Keputusan Menleri Dalam 
Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tenlang Pedomao Urnurn Pengaturan 
Mengenai Desa, maka dipandang perlu menetaplam Pcraturan Daerab 
1enUlllg Pedoman Pembentukan, Penghapusan atau Penggabungao Desa. 

I. Uodang undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemben1ukao Daerah. 
daerah Kabupaten Dalam Lingkungao Propinsi Jawa Tcngab ; 

2. Undang-undang Nomor 67 Tabun 1958 ten1ang Perubahao Batas-batas 
Wilayab Kotapraja Salatiga dan Daerab Swatantra Ttngkat Il Semarang 
(Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembarao Negara 
Nomor 1652) ; 

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentaog Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun I 999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3839) ; 

4. Pcraturao Pemerintah Nomor 16 Tahuo 1976 teotang Perluasan 
Koramadya Daerah Tingkat II Semarang ( Lcmbaran Nega,-a Tahun 1976 
Nomor 25, Tambahao Lcmbarao Negara Nomor 3079 ); 

5. Perallltan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tcnlang PcrubabanBatas 
Wilayah Kotamadya Daerah Tiogkat 11 Salatiga dan Kabupaten Daerah 
Tingkat Il Semarang ( Lcmbaran Nega,-a Tahun I 992 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500 ); 

6. Keputusao Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang 
P'cdomao Umum Pengaturan Mcngenai Dc$a : 

7. P·eraturan Daerah Kabupateo Semarang Nomor 4 Tahun 2000 tentang 
Pedoman Pembentulam Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 18); 

8. Perawran Paerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2000 tentang 
P'edoman Susunan Organisasi dan Tata l<erja Pemerintah Pesa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 19) ; 
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9. Peraturan Oaerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2000 tentang 
Peraturan Desa (Lernbaran Oaerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 

Nomor 22 ); 

JO. Perarutan 'Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tamm 2000 tentang 
Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 

2000 Nomor 23 ); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor JO Tahun 2000 tentang 
Anggarao Pendapatan dao Belanja Oesa (Lembaran Daerah Kabupaten 

Semarang Tahun 2000 Nomor 24 ); 

I. Keputusan Bupati Semarang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Manual 
Peoyusunan Produk Hukum Damb ( lembaran Daerah Kabupateo 

Semarang Tahun 2000 Nomor 11 ) ; 

2. Kepurusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang 
Nomor 12 Tahun 2000 1en1ang Persewjuan Penetapan Peraruran Daerah 
Kabupaten Semarang tentang Pemerinlllhan Desa/Kel.urahan ; 

De11gan persetujuan 

DEWANPERWAKlLANRAKYATDAERAHKABUPATENSEMARANG 

MEM'UTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, 
PENGHAPUSAN ATAU PENOOABUNGAN DESI\. 

BAB! 

K.ElENWAN UM1JM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 

I. Desa adalah kesatuan masyarakat. hukum yang memili.kJ kewenangan 
untuk mengatur dan mengurus kepeo1ingan masyarakat ,.,,cmpa1 
berdasarl<.an asal-usul dan adat-istiadat setcmpal yang dialcui dalarn 
sistcm Pemerintahan NasionaJ dao berada di Daerah Kabupaten 
Semarang. 

2. Pembentukan Desa adalah pembcntukan Desa baru sebagai akibat 
penggabungan atau penghapusan Desa yang didasarkan alas prakarsa 
masyarakat dengan mempcrhatikan asal-usul Desa dan persyaratan yang 
ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. 

3. Penghapusan Desa adalah tiodakan mengbapuskan Desa kareoa sudah 
tidak lagi memcnuhi pe,syaratan yang ditentukan. 

4. Penggabungan Desa adalah tindakan penggabungan beberapa Desa ~ 
dalarn I (satu) Desa. 

. ., 
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5. Kepala Desa adalah pejabal yang memimpi.o penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa yang bertanggung jawab kepada rak:yat mclalui 
BPD. 

6. Sadan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan 
Perwakilan Desa yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada 
didesa,yang berfungsi mengayomi adat istladat. membuat Peraturan 
Desa, menarnpung dan meoyalurkan aspirasi masyarakat serta 
mclalrukan peogawasao terhadap peoyelenggaraan Pcmerintahan Desa. 

7. Bupati Semarang adalah Kepala Daerah Kabupaten ,Semarang. 

8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang. 

BABII 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Maksud dan tujuan pcmbentukan, peoghapusan alau peoggabungan Desa 
adalah untuk meningkatkan kegiatan dan kemarnpuan penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasjJ guna serta untuk 
meoingkatkan pclayanan terhadap masyarakat sesmi deogan tingkat 
perkembangan dan kemajuan pembangunan. 

BAB III 

PEMBENTUKAN, PENGliAPUSAN ATAU PENGGABUNGAN DESA 

Bagian Kesatu 

Persyara1an 

Pasal 3 

Persyara1an terbeutuknya Desa, yaitu sebagai berilrut : 
a. Jumlah penduduk yaitu jumlah penduduk paling sedikit 1.500 jiwa atau 

300 Kepala Keluarga; 
b. Luas wilayah yaitu luas wilayah yang dijangkau secara berdayaguna 

dalarn rangka pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat; 
c. Potensi Desa yaitu kemampuan yang dimiliki oleb Desa baik sumber 

daya manusia, sumber daya alam dalam menunjang kelancaran 
Pemcrintahan Desa~ 

d. Prasarana dan. sarana yaitu terscdianya atau kemu:ngkinan tersedianya 
prasarana dan sarana perhubungan, prasarana sosial, produksi, sarana 
dan prasarana Pemerintahan Desa; 

e. Sosial budaya yaitu su,1sana yang memberikan kemungkinan adanya 
kerukunan hidup beragama dan kerukunan bidup l>ermasyarakat dalam 
hubuuga.n adat istiadat. 

--, 
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Pasal 4 

Desa yang ada pada saat ini apabila tidak memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dihapus d'an digabung dengan 
Desa disekitarnya yang mempunyai persyaralan sebagaimana dim.aksud 
dalam Pasal 3, 

Pasal 5 

Desa yang ada dan mempunyai persyaratan yang melebihi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3, dapat menggabunglran sebagian wilayabnya Jee 
Desa sel<itamya atau menjadi Desa baru. 

Bagian Kedua 

Mekanisme 

Pasal 6 

Pembentukan, penghapusan atau penggabungan Dess, dilakukan deogan 
mekanisme scbagai berikut : 
a. Kepala Desa dengan Surat Pengantar menyarnpaikan usuJ atas prakarsa 

masyarakat kepada DPD ; 
b. BPD mengadakan rapal bersama d<:ngan Pemerintah Desa dan 

masyarakat; 
c. Kepala Desa menetapkan Keputusan tentang Pernbentulcan, 

Penggabungan atau Penghapusan Desa dcngan pcuetujuan DPD; 
d. Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaks11d dalam huruf c, 

dimintakan penetapan Bupati Semarang; 
e. Penetapan Bupati Semarang dituanglran dalam Keputusan tenlang 

Pembentukan Desa, setelab mendapat perserujuan DPRD. 

BABIV 

PEMBAGIAN Wil,AY AH 

Pasal 7 

Pembagian wilayah ke dalam dusun disesuaikan dengllJJl situasi dan kondisi 
serta kernampuan Desa. 
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llABV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Perau,ran Daerab ini mulai berlaku pada tanggi,.I diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan 
Oaerah ini dengan penempatannya dalam Lembarao Oaerah Kabupaten 
Semarang. 

Ditetapkao di Ungaran 
p 

,OAJND . .Ni.lKAN ;)ALAM LHltl,acc.,N i.JAEflAl'I I 
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN l)Af:RAH KABUPATEN SEMARANG 
NOMOR 12 TAHUN 2000 

TENTANG 

I. UMUM. 

PEDOMAN PEMBENTUKAN, PEJ,/GHAPUSAN 
ATAU PENGGABUNGAN DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SEMARANG, 

Bahwa dengan berlalrunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tahun 1999 
tentang Pemerintahan Daerah. kbususnya Pasal 11 I yang menentukan "Pcngaturan lebih 
lanjut mengeoai Desa ditetapkao dalam Peraturan Daerah Kabupaten , sesuai dengao 
Pedoman umum yan$ ditctapkan oleb Pemerintab bcrdasarl<.ao Uodang-undang ini", maka 

keluarlah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tabun 1999 tentang Pedoman Umum 
Pengaturao mengenai Desa. 

Salah satu Peraruran Daerab Kabupaten Semarang dalam rangka melalcsanakan 
ketenlUaO Pasal I I I Undang-undaog Nomor 22 Tahuo 1999 dan KepultJsan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 64 Tahun 1999 1eniebu1 di atas adalah Peraturao Daerab Kabupaten Semarang 
tentaog Pedoman Pembeotukan, Peoghapusao dao Peoggallungan Desa. 

U. PASAL DEMI PASAL. 

Pasal I 

Culcupjelas 

Culcup jelas 

Pasal 3 

Culcup jelas 

Pasal 4 

Culcup jelas 

Paul 5 

Cukup jelas. 
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Pasal 6 

Huruf a 
Prakarsa masyarakat disamp111bn secara tertulis dan ditandatangani oleh masyarakat 
secara perwakilan. 
Masyarakat disini adalah masyarakat yang mengbeodaki adanya Pem~ntukan, 

Penggitbuugan atau Penghapusan Desa. 

Huruf b 
Rapat dipimpin oleh Ketua BPD. 
Dalam rapat tersebut dibahas secara mcndalam keuntungan dan kerugiao adanya 
Pembentukan, Penggabungan atau Penghapusan Desa dengau ,nemperhatikan asaJ 
usuJ dan persyaratan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 3, 

Dalarn ha! rapal memutuskan tidak men.yetujui Pembenrukao, Peoggabuugan dan atau 
Peoghapusan Desa. makJI BPD memberitahukan ha! terscbut secara tertulis kepada 
Kepala Desa disertai dcngan alasao-alasannya. 
.Dengan memperhatikan pemberitahuan BPD tersebu~ Kepala Desa menyampaikan 
SuraL pemberitabuan kepada masyarakat yang menandatangani p.rakarsa masyarakat. 
Dalam ha! rapat memutuskan menyctujui Pcmbentuk.ao, P~ungan dan atau 
Pengbapusan Desa, maka berlaku ketentuao dimaksud dalam huruf c sampai dengan 
buruf e, 

Huruf c 

Persetujuan Bl'D dituangkan dalam Keputusan BPD. 
Dalam keputusan BPD dan Kq,utusan Kepala Desa hams disebutkan : 

a. nama Desa ; 
b. Juas wilayah ; 

c. batas wilayah ; dan 
d. pembagian wilayah. 

Huruf d dan e 

Persetujuao DPRD dituangkan dalam Keputusan DPRD. 
Dalam Keputusan DPRD dan Keputusan Bupati Semarang harus disebutkan : 
e. nama Desa ~ 
f. luas wilayah ; 
g. batas wilayah ; dan 

h. pembagiao wilayah. 

Pasal 7 

Cukup jelas . 

Pasal 8 

Cukupjelas 


